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a. Menurut hukum Islam, perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan 
yang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya calon 
mempelai laki-Iaki dan perempuan, wali nikah ijab kabul, dan para saksi 
tanpa perlu adanya pencatatan perkawinan.Pencatatan perkawinan banya 
merupakan syarat administrasi saja, artinya perkawinan tetap sah karena 
penentuan sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma 
agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan.Karena 
perkawinannnya sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah 
tangan adalah anak sah menurut agama. 
b. 	Karena merupakan anak yang sah maka anak dari perkawinan dibawah 
tangan tetap mempunyai hak untuk mewaris dari kedua orang tuanya 
asalkan dapat menunjukkan bukti otentik bahwa ia benar-benar anak dari 
kedua orang tuanya itu. Hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa 
apabiJa hanya ada satu anak perempuan maka ia mendapat seperdua 
bagian, bila ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka sarna-sarna 
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan itu mewaris bersarna 
anak laki-laki maka bagian anak laki-Iaki adalah dua kali bagian anak 
perempuan.Tetapi berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum 
Islam, pembagian warisan dapat dilakukan secara musyawarah atau 
mela1ui kesepatan bersama ahli waris. 
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a. 	Meskipun tanpa adanya pencatatan perkawianan dibawah tangan dianggap 
sah menurut hukum Islam, namun ada baiknya apabila suatu perkawinan 
dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar lebih tercipta kepastian 
hukum baik menurut agama maupun menurut Undantg-undang. Dengan 
adanya pencatatan perkawinan maka akan memudahkan pengurusan akta 
kelahiran anak, memudahkan pengurusan warisan,tidak mudah te1jadi 
poligami bagi suami, memudahkan mengambil uang pensiun dan tidak 
mudah terjadi perceraian. 
b. Pembagian waris bagi anak laki-Iaki dan perempuan dimana bagian anak 
laki-Iaki dua kali bagian anak perempuan, sebaiknya tetap memperhatikan 
keadaan sosial ekonomi anak perempuan. Apabila anak perempuan berada 
dalam keadaan ekonomi yang lemah sedang anak laki-laki telah 
berkecukupan dan mapan maka tidak ada salahnya apabila anak 
perempuan mendapatkan bagian yang sama atau lebih banyak dari bagian 
anak laki-laki demi kesejahteraannya.Hal ini sesuai dengan pasal 183 
Kompil8$l Hukum Islam, yaitu bahwa pembagian warisan dapat dilakukan 
secara musyawarah agar tercapai kesepakatan. 
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